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Pendahuluan
Haji merupakan salah satu ibadah ritual yang 
khusus semata-mata pengabdian murni kepada 
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Abstract: The Use of “Illicit Money” for Hajj. The jurists have different opinion regarding the use of illicit money for 
hajj purpose. In this case, their opinion are divided into two groups: First, imam Ahmad ibn Hanbal and his 
followers (hereinafter referred to as Hanabilah) found pilgrimage with illicit money is not legitimate. Thus, 
those who carry it out are not rewarded, even sinful. Second, imam Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, Malik ibn 
Anas and Abu Hanifa, and many previous scholars (hereinafter referred to as jumhur jurists) which states that 
the pilgrimage with illicit money is valid, but illicit, or in the words of Abu Hanifah named as makruh tahrim, 
Although his obligation to perform hajj is considered as legitimate, but he sinned. Hajj is not haram, but the use 
of money earned by unclean way is a sinful. Because something that must be attributed with the law may not 
haram. People who are on pilgrimage is already deemed to have been (rightfully) although his Hajj pilgrimage 
is not accepted and not rewarding. Although formal legal arguments of the jurists jumhur more powerful, but 
to anticipate the danger (harm) and the slander that would arise, namely the habit of doing that is haram for 
something that is halal, which would have a negative impact on themselves, family, and the community at 
large, then Hanabilah opinion that considers unauthorized person hajj pilgrimage with unclean person is very 
appropriate and suitable to be applied in the present society. This is useful in order not to get people motivated 
to do evil / unclean deeds for the sake of the holy Hajj
  Keywords: illicit money, Hajj, Jumhur, Hanabilah
Abstrak: Penggunaan “Uang Haram” Untuk Ibadah Haji. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum berhaji 
dengan uang haram.  Dalam hal ini, pendapat mereka  terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, imam Ahmad 
ibn Hanbal dan pengikutnya (untuk selanjutnya disebut Hanabilah) berpendapat bahwa berhaji dengan uang 
haram adalah tidak sah. Dengan demikian, orang yang melaksanakannya tidak mendapat pahala, bahkan 
berdosa, dan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji belum gugur. Kedua, imam Muhammad ibn Idris 
al-Syafi’i, Malik ibn Anas, dan Abu Hanifah serta kebanyakan ulama terdahulu (untuk selanjutnya disebut 
Jumhur fuqaha) yang menyatakan bahwa berhaji dengan uang haram adalah sah, tetapi haram, atau menurut 
istilah Abu Hanifah makruh tahrim. Kewajiban orang yang melaksanakannya menjadi gugur, tetapi ia berdosa.* 
Yang haram bukanlah hajinya, melainkan penggunaan uang yang diperoleh dengan jalan atau cara yang haram 
tersebut. Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin disifati dengan hukum haram. Orang yang berhaji tersebut 
sudah dianggap telah (sah) melaksanakan ibadah haji meskipun hajinya tersebut tidak diterima dan tidak 
berpahala. Hal ini karena gugurnya kewajiban didasarkan pada sahnya perbuatan, yaitu terpenuhinya syarat 
dan rukun. Sedangkan diterimanya suatu perbuatan didasarkan pada hal-hal lain seperti halalnya uang dan 
keikhlasan. Walaupun secara legal formal argumentasi yang diajukan fuqaha jumhur lebih kuat, namun untuk 
mengantisipasi bahaya (mudharat) dan fitnah yang akan muncul, yaitu kebiasaan berbuat yang haram untuk 
sesuatu yang halal, yang tentu akan berdampak negatif pada dirinya, keluarga, dan masyarakat banyak, maka 
pendapat Hanabilah yang menganggap tidak sah hajinya orang yang berhaji dengan orang haram adalah sangat 
tepat dan cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kini. Ini berguna agar jangan sampai orang termotivasi 
berbuat jahat/ melakukan perbuatan haram demi menunaikan ibadah haji yang suci
  Kata kunci: uang haram, haji, Jumhur, Hanabilah
* Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 640;  al-Nawawi, , al-
Majmu’ Syarh al-Muhazzab. h. 63; dan al-Dimasyq, Rahmat 
al-Ummah…, h. 99
Allah Swt (ibadah mahdhah). Haji dijadikan sebagai 
lambang ketaatan, kepatuhan dan kesempurnaan 
Islam seseorang karena termasuk dalam rukun 
Islam yang lima. Meskipun dalam tertib urutan 
rukun Islam ibadah haji menempati urutan terakhir, 
namun tidak berarti bahwa ibadah haji memiliki 
tingkat signifikansi yang rendah. Ini karena ibadah 
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haji bukanlah semata-mata aktivitas lahir, melainkan 
terkandung juga di dalamnya aktivitas ritual yang 
penuh dengan ungkapan-ungkapan simbolik, 
sehingga pemahaman lahiriah saja terhadapnya 
menjadi tidak tepat dan tidak memadai. Jika haji 
dipahami sebagai aktivitas ritual yang simbolik, 
maka akan sangat banyak makna dan pesan 
yang dapat diungkapkan dari setiap bagiannya, 
sejak dari keberangkatan meninggalkan kampung 
halaman sampai kepulangan meninggalkan tanah 
haram. Makna dan pesan tersebut tidak terbatas 
pada hal-hal yang menyangkut masing-masing 
individu yang menunaikannya, melainkan juga 
bagi umat Islam bahkan umat manusia secara 
keseluruhan. Orang yang melaksanakan ibadah 
haji, setidaknya diingatkan akan persaudaraan 
sesama muslim dan kesamaan mereka di hadapan 
Tuhan sebagai makhluk, yang mengemban misi 
kekhalifahan di bumi.
Kendatipun ibadah haji mempunyai makna 
yang besar, tetapi ia hanya diwajibkan sekali dalam 
seumur hidup, dan itupun ditujukan bagi mereka 
yang mampu. Hal ini dapat dimengerti, karena 
ibadah haji memerlukan kesiapan fisik dan materi. 
Ibadah haji tidak hanya ibadah badaniyah tetapi 
sekaligus juga ibadah maliyah. Seseorang baru 
berkewajiban melaksanakan ibadah haji jika pada 
dirinya telah terpenuhi beberapa syarat (syurut al-
wujub) yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka dan 
mampu (istitha’ah) yang meliputi kemampuan 
jasmani (badaniyah), keamanan (amniyah) dan 
materi (maliyah).1 
Berkaitan dengan kemampuan materi (istitha’ah 
maliyah) ini kemudian muncul persoalan tentang 
bagaimana jika uang atau biaya yang digunakan 
untuk melaksanakan ibadah haji tersebut adalah 
uang haram. Apakah hajinya tersebut sah atau tidak? 
atau apakah ia berdosa atau tidak? Persoalan inilah 
yang akan penulis angkat untuk dicoba dibahas 
dengan metode komparatif lintas mazhab.
Pengertian Haji dan Uang Haram
Kata haji secara bahasa berarti menuju ke 
sesuatu yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, 
haji adalah pergi menuju ke baitullah (Mekah) 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 
Jilid I, h. 530-531 
untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu 
seperti tawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan lain-lain 
pada waktu tertentu untuk memenuhi perintah 
Allah dan meraih ridha-Nya.2 
Adapun yang dimaksud dengan uang haram 
adalah uang yang diperoleh melalui jalan, cara, 
atau pekerjaan yang dilarang oleh syari’at, 
seperti mencuri, merampok, korupsi, hasil suap, 
penggelembungan (mark up) harga, penyalahgunaan 
jabatan, usaha yang dapat membawa bahaya bagi 
dirinya atau orang lain, dan semua jenis usaha yang 
memberi kesempatan maksiat kepada orang lain 
seperti mucikari dan semua orang yang terlibat 
di dalamnya termasuk calo dan pelakunya3, 
termasuk pula usaha penyewaan rumah atau 
kost yang pemiliknya membiarkan penghuninya 
laki-laki dan perempuan bukan suami istri dan 
bukan pula mahramnya tinggal dalam satu kamar, 
dan hasil penipuan lainnya. Dengan demikian, 
pada hakekatnya yang haram bukanlah uangnya, 
melainkan sumber atau cara memperolehnya. 
Ini karena uang adalah benda, dan benda tidak 
dapat dikenai hukum halal atau haram kecuali 
yang memang telah disebutkan secara jelas dalam 
al-Qur’an dan al-Hadis. Selain itu, yang dapat 
dikenai hukum halal atau haram adalah perbuatan. 
Hal ini sesuai dengan defenisi hukum menurut 
ulama ushul, yaitu “ Titah (khitab) Allah SWT 
yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan 
mukallaf dalam bentuk tuntutan (mengerjakan), 
pilihan (berbuat atau tidak) atau dalam bentuk 
ketentuan-ketentuan”.4 
Kalimat “yang berkenaan dengan perbuatan-
perbuatan mukallaf” menunjukkan bahwa objek 
hukum Islam adalah perbuatan mukallaf (orang 
yang sudah baligh, berakal, dan mengerti hukum 
Islam). Perbuatan inilah yang disifati dengan halal, 
haram, dan sebagainya.
Dengan demikian, kalau kita menyebut uang 
haram, maka yang dimaksud adalah uang yang 
2 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 527 
3 Khusus berkaitan dengan uang hasil pembayaran 
pelacuran, Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa uang tersebut 
wajib disedekahkan. Lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani 
al-Shan’ani, Subul al-Salam, (Bandung: Maktabah Dahlan, t. 
th.), Juz III, h. 7 
4 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar 
al-Qalam, 1978), h. 100
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diperoleh dari jalan, cara atau sumber yang haram. 
Jadi, perkataan uang haram tersebut bersifat kiasan 
(majazi). Sedangkan benda, termasuk uang, tidak 
dapat dikenai hukum. Sebab hukum hanyalah 
menjadi sifat dari perbuatan.
Al-Alusi dalam kitab tafsirnya ketika me-
nafsir kan surat al-Baqarah ayat 173 menyatakan: 
“Maksud nya, Allah Swt mengharamkan makan 
bangkai dan memanfaatkannya. Allah Swt 
menyandarkan hukum haram kepada benda, 
padahal haram adalah hukum syara’ yang 
merupakan salah satu sifat perbuatan mukallaf 
dan bukan merupakan sifat yang berhubungan 
dengan benda, (ini) adalah sebagai isyarat terhadap 
haramnya pemanfaatan (tasarruf ) terhadap 
bangkai.”5 Selanjutnya menurut al-Syarbini 
sesudah ia menjelaskan sekitar masalah haram 
me ngatakan: “sebab, benda itu tidak dapat disifati 
dengan halal atau haram”.6
Di samping bersifat majazi, keharaman uang 
yang diperoleh dari jalan, cara atau sumber yang 
haram adalah haram lighairihi (karena sesuatu 
dari luar), bukan haram li ainihi/lizatihi (karena 
bendanya itu sendiri). Semua uang, pada dasarnya 
halal dimanfaatkan. Ia baru haram dimanfaatkan 
jika cara atau sumber memperolehnya haram. 
Dalam kitab Hasyiyah Radd al-Mukhtar, Ibnu 
Abidin mengatakan: “sebagaimana disebutkan 
dalam kitab-kitab ushul fiqh, sesungguhnya harta 
(uang) orang lain yang diambil dengan jalan 
yang haram adalah haram lighairihi yaitu haram 
karena faktor eksternal, bukan haram li ainihi 
yaitu karena faktor internal, berbeda dengan 
bangkai7 (yang haram karena faktor internal).”
Pendapat Fuqaha tentang Sah—Tidaknya Berhaji 
dengan Uang Haram 
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai 
hukum berhaji dengan uang haram. Dalam 
hal ini, pendapat mereka terbagi menjadi dua 
kelompok.
5 Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid 
XI, h. 41
6 Al-Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa 
al-Babi al-Halabi, 1977) Juz V, h. 305 
7 Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1966), Jilid II, h. 292 
Pertama, imam Ahmad ibn Hanbal dan 
pengikutnya (untuk selanjutnya disebut Hanabilah) 
berpendapat bahwa berhaji dengan uang haram 
adalah tidak sah. Dengan demikian, orang yang 
melaksanakannya tidak mendapat pahala, bahkan 
berdosa, dan kewajibannya untuk melaksanakan 
ibadah haji belum gugur.8 
Kedua, imam Muhammad ibn Idris al-
Syafi’i, Malik ibn Anas, dan Abu Hanifah serta 
kebanyakan ulama terdahulu (untuk selanjutnya 
disebut Jumhur fuqaha) yang menyatakan bahwa 
berhaji dengan uang haram adalah sah, tetapi 
haram, atau menurut istilah Abu Hanifah makruh 
tahrim. Kewajiban orang yang melaksanakannya 
menjadi gugur, tetapi ia berdosa.9 Yang haram 
bukanlah hajinya, melainkan penggunaan uang 
yang diperoleh dengan jalan atau cara yang 
haram tersebut. Karena sesuatu yang wajib tidak 
mungkin disifati dengan hukum haram. Orang 
yang berhaji tersebut sudah dianggap telah (sah) 
melaksanakan ibadah haji meskipun hajinya 
tersebut tidak diterima dan tidak berpahala. Hal 
ini karena gugurnya kewajiban didasarkan pada 
sahnya perbuatan, yaitu terpenuhinya syarat dan 
rukun Sedangkan diterimanya suatu perbuatan 
didasarkan pada hal-hal lain seperti halalnya uang 
dan keikhlasan.10 
Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Para 
Fuqaha
Perbedaan pendapat antara dua golongan 
besar di atas (Hanabilah dan Jumhur fuqaha) 
disebabkan perbedaan mereka dalam meng-
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َ






أ  ََّ للها  
َّ
ِنإَو 
8 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 640; lihat pula 
al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
T.th.), h. 62; dan Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Rahman 
al-Dimasyq, Rahmat al-Ummah Fi Ikhtilafi al-Aimmah, Beirut: 
Dar al-Fikr, T.th.), h. 99
9 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 640; al-Nawawi,, al-Majmu’ 
Syarh al-Muhazzab. h. 63; dan al-Dimasyq, Rahmat al-Ummah…, 
h. 99
10 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, h. 456 
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ت  اَِمب 
ا  11)ملسم هاور(...  ْمُكاَن
ْ
قَزَر  اَم  ِتاَبِّيَط
“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw 
bersabda: “wahai manusia, sesungguhnya Allah 
itu baik (thayyib) dan tidak menerima sesuatu 
kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah 
menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah 
telah menyuruh para Rasul, lalu Allah berfirman: 
“wahai para Rasul, makanlah apa-apa yang baik 
dan berbuatlah yang baik, sesungguhnya Aku Maha 
mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dan 
Allah berfirman: “wahai orang-orang yang beriman, 
makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepada kalian…” (HR. Muslim)
Khusus yang berkaitan dengan ibadah haji 
dengan uang haram, ada sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: 
هيلع  للها  لص  للها  لوسر  لاق  لاق  ةريره  با  نع 
عضوو  ةبيط  ةقفنب  اجاح  لجرلا  جرخ  اذا  ملسو 
دانم  هادان  كيلب للهما كيلب ىدانف  زرغلا  في  هلجر 
كتلحارو  للاح كداز  كيدعسو كيلب ءامسلا  نم 
ةقفلناب جرخ اذإو روزأم يرغ روبرم كجحو للاح 
هادان  كيلب  ىدانف  زرغلا  في  هلجر  عضوف  ةثيبلخا 
مارح كداز  كيدعس لاو كيلب لا ءامسلا  نم  دانم 
هاور(  روجأم  يرغ  روزأم  كجحو  مارح  كتقفنو 
م  12)نىابرطلا
“Jika seseorang pergi berhaji dengan nafkah yang baik 
lalu ia menginjakkan kakinya di tanah suci seraya 
mengucapkan: “labbaik Allahumma labbaik”, maka 
dijawab dari langit (oleh Allah): “Aku menerima 
hajimu dan menganugerahkan kebahagiaan 
bagimu karena bekal yang engkau pergunakan 
untuk berhaji adalah halal, per jalananmu juga 
halal dan hajimu mabrur tidak tercela. Dan jika 
seseorang pergi berhaji dengan nafkah yang najis 
lalu menginjakkan kakinya di tanah suci seraya 
11 Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani, Fath 
al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), Juz 9, h. 518
12 Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani, Al-Mu’jam 
al-Awsath, (Mesir: Dar al-Haramain, 1415 H), Juz V, h. 251 
mengucapkan: “labbaik Allahumma labbaik”, 
maka dijawab dari langit: Aku tidak menerima 
hajimu dan tidak meng anugerahkan kebahagiaan 
bagimu karena bekal yang engkau pergunakan 
adalah haram, biaya yang engkau belanjakan juga 
haram, dan hajimupun menjadi tercela lagi tidak 
berpahala.” (HR. Thabrani)
Pada hadis yang pertama, menegaskan bahwa 
Allah Swt hanya menerima yang baik (thayyib). 
Thayyib ini ialah sifat Allah Swt bermakna bersih 
dari sifat kekurangan, berarti pula suci, dan asal 
makna kata thayyib ialah suci, bersih, dan selamat 
dari kekotoran/pengaruh setan (al-khubuts). Hadis 
ini merupakan salah satu hadis dari 40 hadis 
yang dijadikan sebagai dasar-dasar Islam dan 
prinsip dalam hukum Islam—yang menyuruh 
membelanjakan harta atau berbekal dengan yang 
halal dan larangan membelanjakan atau berbekal 
dengan yang haram. Makanan, minuman, pakaian 
dan yang lainnya haruslah dengan yang betul-betul 
murni halal yang tidak ada keraguan (syubhat) 
padanya. Siapa yang ingin berdoa hendaklah 
memperhatikan hal tersebut. Dikisahkan ada 
seseorang yang dalam perjalanan dengan rambut 
kusut dan tubuh berdebu mengangkat tangannya 
menghadap ke langit seraya berkata: ya Rabb, 
ya Rabb…berdoa sampai selesai. Allah Maha 
Mengetahui bahwa ia melakukan perjalanan itu 
untuk ketaatan seperti berhaji, ziarah sunnah, 
silaturrahim dan lainnya. Rasulullah saw lalu 
berkomentar: “Dia makan dari yang haram, apa 
mungkin doanya diterima atau dari sisi mana 
dapat diterima doanya, dan bagaimana mungkin 
doanya bisa dikabulkan ?”13
 Berdasarkan hadis di atas dan syarah hadis 
dari al-Nawawi ini, maka ibadah haji dengan 
menggunakan uang haram—sesuatu yang tidak 
baik—otomatis tidak diterima oleh Allah. 
Sedangkan pada hadis kedua, dengan lebih tegas 
Rasulullah saw menyatakan bahwa ibadah haji 
dengan uang haram tidak berpahala bahkan 
mendatangkan dosa.
Meskipun kedua hadis di atas baik secara 
13 Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Mary al-Nawawi, Syarh 
al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 
1392H), Juz 7, h. 100 
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langsung maupun tidak langsung berbicara 
mengenai ibadah haji dengan uang haram, 
tetapi ternyata bukan kedua hadis tersebut yang 
menyebabkan kedua kelompok tadi berbeda 
pendapat. Karena sesuai dengan ketentuan hadis 
tersebut, baik kelompok Hanabilah maupun 
Jumhur fuqaha sepakat bahwa ibadah haji dengan 
uang haram tidak diterima dan tidak berpahala 
bahkan mendatangkan dosa. Perbedaannya, kalau 
Hanabilah berpendapat bahwa ibadah haji tersebut 
tidak diterima bermakna tidak sah, dan karenanya 
belum menggugurkan kewajiban, sementara Jumhur 
fuqaha berpendapat bahwa ibadah haji tersebut 
walaupun tidak diterima tapi tetap sah dan telah 
menggugurkan kewajiban.
Terjadinya perbedaan pendapat tersebut rupanya 
berpangkal dari perbedaan mereka dalam melihat 
dan mencermati konsep al-Amr wa al-Nahy dan 
al-Shihhah wa al-Buthlan (Perintah dan Larangan 
serta Sah dan Batal).
Mengenai konsep al-Amr wa al-Nahy, kelompok 
Hanabilah berpendapat bahwa suatu perbuatan 
tidaklah mungkin diperintahkan dan sekaligus 
dilarang. Tidak mungkin suatu perbuatan 
merupakan ibadah sekaligus maksiat. Karena itu, 
jika dalam suatu perbuatan yang diperintahkan 
terdapat sisi yang dilarang, maka perbuatan 
tersebut tidak sah bila dikerjakan meskipun sisi 
yang dilarang tersebut merupakan faktor eksternal 
(amr khariji).14 Dalam hal ibadah haji dengan 
uang haram, perbuatan yang diperintahkan adalah 
ibadah haji tersebut, dan faktor luarnya adalah 
penggunaan uang haram.
Berbeda dengan kelompok Hanabilah, ke-
lompok Jumhur fuqaha berpendapat bahwa 
suatu perbuatan mungkin saja diperintahkan 
dan sekaligus dilarang, jika perbuatan tersebut 
memiliki dua sisi yang keduanya tidak ada 
hubungan saling ketergantungan (talazum). 
Karena itu, jika dalam satu perbuatan yang 
di perintahkan terdapat sisi yang dilarang dan 
sisi tersebut merupakan faktor eksternal (amr 
khariji) yang tidak ada hubungan antara kedua-
14 Muhammad al-Khudari Bek, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1988), h. 49, lihat pula Abd al-Wahhab Abd al-Salam 
Thawilah, Atsar al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin, (Kairo: Dar 
al-Salam, t.th.), h. 524 
nya, maka perbuatan tersebut tetap sah kalau 
dilaksanakan.15 
Analisa Argumentasi Fukaha
Menurut analisa penulis, ternyata berdasarkan 
konsep perintah dan larangan inilah konsep sah dan 
batal mereka diaplikasikan. Satu ibadah menjadi 
batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syari’at, 
baik karena kurangnya syarat maupun rukunnya. 
Jika ketidaksesuaian itu berkenaan dengan ibadah 
itu sendiri (nafs al-ibadah), maka fuqaha sepakat 
tentang kebatalannya. Tetapi jika ketidaksesuaian 
itu berkenaan dengan faktor eksternal, maka 
menurut Hanabilah, ibadah tersebut batal karena 
ketidaksesuaian itu, sedangkan menurut jumhur 
fuqaha, ibadah tersebut tetap sah, karena sesuai 
dengan ketentuan syari’at, yang tidak sesuai 
hanyalah faktor eksternalnya.
Kedua kelompok di atas dalam mendukung 
pendapatnya tersebut telah mengajukan argumen-
tasinya masing-masing, yang pada dasarnya 
merupakan konsekuensi logis dari konsep dan 
persepsi mereka tentang perintah dan larangan 
serta sah dan batal.
Kelompok Hanabilah mengajukan argumentasi 
yang memperkuat pendapat mereka berdasarkan 
hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari Aisyah ra.:
نم لاق ملسو هيلع للها لص للها لوسر نأ ةشئعا نع 
يراخلبا هاور( در وهف انرمأ هيلع سيل لامع لمع 
16)دحمأ و ملسمو 
“Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: 
“barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan 
ketentuan kami (Allah dan Rasul), maka tertolak lah 
amal-nya.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)
Hadis di atas menegaskan bahwa ibadah yang 
tidak sesuai dengan ketentuan syari’at, maka 
15 Muhammad al-Khudari Bek, Ushul al-Fiqh, h. 50; Abd 
al-Wahhab Abd al-Salam Thawilah, Atsar al-Lughah..., h. 525
16 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih 
al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, 1987), Cet. II, 
Juz VI, h. 2675; Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi 
al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 
T. th), Juz III, h. 1343; Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-
Syaibani, Musnad Ahmad, (Mesir: Muassasah Qurtubah, T.th.), 
Juz VI, h. 150 dan 256.
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ibadahnya tidak diterima. Berkaitan dengan 
ibadah haji dengan uang haram yang tidak sesuai 
dengan ketentuan syari’at, maka hajinyapun 
tidak diterima. Selain itu, para ulama salaf juga 
sepakat bahwa dalam beristidlal (berdalil) dengan 
nahy (larangan) berarti menunjukkan rusaknya 
(fasad) suatu perbuatan. Sahnya suatu perbuatan 
menandakan adanya pahala, dan larangan 
menandakan adanya dosa. Tidak mungkin seorang 
diberi pahala dan dosa pada waktu yang sama 
karena satu perbuatan. Suatu larangan tentu 
ditujukan pada sesuatu yang bersifat merusak. 
Karena itu, suatu larangan membuat batalnya 
suatu perbuatan dan membuatnya menjadi 
tidak ada dalam pandangan syari’at. Sedangkan 
mengenai faktor eksternal, Hanabilah menganggap 
tidak ada perbedaan mendasar antara perbuatan 
yang pokok dan sisi luarnya, yang terpenting 
adalah jika terdapat larangan, maka batallah 
perbuatan tersebut.
Adapun kelompok Jumhur fuqaha juga 
me ng ajukan argumentasi untuk mendukung 
pendapatnya. Menurut mereka, ada perbedaan 
antara perbuatan pokok dan sisi yang merupakan 
faktor eksternalnya, karena objek perintah berbeda 
dengan objek larangan. Dengan demikian, 
tidak ada hubungan (talazum) antara keduanya. 
Larangan atas sisi eksternal hanya menyebabkan 
dosa dan tidak membatalkan perbuatan pokok.17 
Kelompok ini memberi contoh jika seseorang 
menyuruh orang lain untuk menulis sebuah 
buku tetapi melarangnya menulis di dalam 
Mesjid, maka jika orang yang disuruh tersebut 
menulisnya di dalam Mesjid, berarti ia sudah 
dianggap melaksanakan perintah penyuruh tadi 
dari sisi ia menulis, hanya saja ia melakukan 
pembangkangan dari sisi tempat ia menulisnya 
di dalam Mesjid.18
Dari berbagai pendapat dan argumentasi yang 
dikemukakan kedua kelompok di atas, dapat 
kiranya dikritisi satu persatu untuk diambil mana 
pendapat yang lebih mashlahat dan relevan untuk 
diterapkan saat ini.
Terhadap pendapat kelompok Hanabilah, 
17 Abd al-Wahhab Abd al-Salam Thawilah, Ibid.
18 Muhammad al-Khudari Bek, Loc. cit.
dapat dikomentari sebagai berikut: pertama, 
hadis Nabi saw tentang tidak diterimanya suatu 
perbuatan yang tidak sesuai ketentuan syari’at, 
termasuk ibadah haji dengan uang haram, 
memang dapat diterima dan dijadikan dalil, 
namun tidak diterimanya suatu perbuatan bukan 
berarti perbuatan tersebut tidak sah. Hal ini 
juga berlaku bagi orang yang mengerjakan shalat 
fardhu tapi pikirannya melayang kemana-mana 
atau tidak khusyu’, shalatnya tetap sah karena 
telah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya 
saja akibat ketidak khusyu’annya ia tidak diberi 
pahala, sekedar lepas dari kewajiban, jadi khusyu’ 
dalam shalat merupakan syarat agama dan bukan 
syarat hukum.19 Kedua, klaim kesepakatan 
(ijma’) ulama salaf kiranya menuntut adanya 
bukti bahwa ijma’ tersebut memang benar-
benar pernah terjadi. Sayangnya, pihak yang 
mengklaim adanya ijma’ tersebut tidak dapat 
menunjukkan bukti; ketiga, suatu ibadah yang 
sah tidak mesti mendapat pahala, ada hal-hal 
lain yang menentukan apakah ibadah tersebut 
mendapat pahala atau tidak, seperti keikhlasan, 
kejujuran, dan sebagainya; keempat, sesuatu 
yang dilarang memang bersifat merusak, namun 
dalam hal seperti ibadah haji dengan uang 
haram, yang dilarang adalah membelanjakan 
uang haram tersebut. Jadi ibadah hajinya tidak 
dilarang, dan karenanya tetap sah; kelima, tidak 
benar bila dikatakan tidak ada perbedaan antara 
perbuatan pokok dan sisi yang merupakan faktor 
eksternalnya. Sebab antara ibadah haji dengan 
uang haram misalnya, antara keduanya dapat 
dipisahkan. Ibadah haji dapat dilaksanakan tanpa 
uang haram, dan pembelanjaan uang haram bisa 
dilakukan tanpa ibadah haji. 
Secara legal formal, pendapat dan sebagian 
argumentasi yang dikemukakan oleh Hanabilah 
memang terlihat dapat disanggah. Dan dengan 
cara legal formal pula, secara otomatis pendapat 
dan argumentasi Jumhur fuqaha menjadi lebih 
kuat. Akan tetapi, dalam memandang persoalan 
19 Syarat agama ialah syarat yang dituntut oleh agama dan 
tidak mesti ia menjadi syarat hukum, sedang syarat hukum ialah 
sesuatu yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, artinya 
syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Lihat Ibrahim 
Hosen, Fiqh Perbandingan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet. 
ke-1, h. 149-150 
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ibadah haji dengan uang haram, kiranya tidak 
cukup dengan penalaran logis dan legal formal 
semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek 
moralnya, apalagi haji adalah ibadah mahdhah yang 
merupakan sarana komunikasi dan pengabdian 
murni dari hamba kepada Tuhannya sekaligus 
penyempurna Islam seseorang. Oleh sebab itu, 
sah tidaknya ibadah haji tidak hanya ditentukan 
oleh terpenuhi-tidaknya rukun dan syaratnya, 
melainkan juga oleh halal-haramnya harta yang 
digunakan. Ini karena Syari’ah Islam adalah kode 
hukum dan kode moral sekaligus, sehingga antara 
hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa 
dipisahkan.20 Jadi, berhubung hukum tidak bisa 
dilepaskan dari dimensi moralitas, maka secara 
moral dapat dikatakan bahwa pengabdian kepada 
Tuhan mestilah dengan sesuatu yang baik. Suatu 
pengabdian kepada Tuhan tidak bisa dianggap 
sah begitu saja jika disertai dengan kekejian yang 
merugikan orang lain, masyarakat atau negara. 
Sebab dalam Islam, hubungan manusia dengan 
Tuhan (hablun minallah) harus simetris dengan 
hubungannya kepada manusia lainnya (hablun 
minannas). Oleh sebab itu pula, menurut penulis, 
pendapat Hanabilah yang tidak menganggap 
tidak sah hajinya orang yang berhaji dengan 
uang haram, dan pelakunya tetap berdosa adalah 
pendapat yang terkuat dan sejalan dengan semangat 
yang dikandung kedua hadis Nabi seperti telah 
disebutkan di atas serta sesuai dengan tujuan 
disyari’atkannya hukum Islam yaitu merealisasikan 
kemashlahatan dan menolak kemudharatan.
Penutup
Dengan demikian, dari pembahasan di atas 
dapatlah disimpulkan bahwa dalam menghadapi 
persoalan hukum tidaklah cukup hanya dengan 
pendekatan legal formal semata, tapi juga harus 
memperhatikan aspek moralnya. Walaupun secara 
legal formal argumentasi yang diajukan fuqaha 
jumhur lebih kuat, namun untuk meng antisipasi 
bahaya (mudharat) dan fitnah yang akan muncul, 
yaitu kebiasaan berbuat yang haram untuk sesuatu 
yang halal, yang tentu akan berdampak negatif pada 
20 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan 
Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 
Cet. ke-2, h. 179
dirinya, keluarga, dan masyarakat banyak, maka 
pendapat Hanabilah yang menganggap tidak sah 
hajinya orang yang berhaji dengan orang haram 
adalah sangat tepat dan cocok untuk diterapkan 
dalam masyarakat kini. Ini berguna agar jangan 
sampai orang termotivasi berbuat jahat/melakukan 
perbuatan haram demi menunaikan ibadah haji 
yang suci. Sebab dalam ibadah mahdhah, sah 
tidaknya suatu ibadah juga ditentukan oleh faktor 
lain seperti halal tidaknya harta yang digunakan. 
Ini kiranya juga sejalan dengan firman Allah 
dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi: 
“janganlah kalian mencampur adukkan antara 
yang haq dengan yang batil”. 
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